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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

STANDAR SURAT KETERANGAN PELATIHAN,  

SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT AKREDITASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk pengakuan atas capaian hasil pelatihan 

kesejahteraan sosial, uji kompetensi sumber daya 

manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, dan 

penilaian akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan 

sosial, perlu diberikan Surat Keterangan Pelatihan, 

Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Sosial tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, 

Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui 

Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2015 tentang 

Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 

Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 672);  

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 

20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1517); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 

16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya 

Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185); 
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10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat 

Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2068); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR SURAT 

KETERANGAN PELATIHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN 

SERTIFIKAT AKREDITASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang 

dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun 

berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait. 

2. Surat Keterangan Pelatihan adalah surat pernyataan 

otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah 

menyelesaikan keseluruhan proses pelatihan. 

3. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan terhadap 

sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan 

sosial yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.  

4. Sertifikat Akreditasi adalah dokumen pengakuan 

penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga 

di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada 

penilaian program, sumber daya manusia, manajemen 

dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil 

pelayanan kesejahteraan sosial. 
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BAB II 

SURAT KETERANGAN PELATIHAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

Penerbitan Surat Keterangan Pelatihan bertujuan untuk 

mengatur pembuatan Surat Keterangan Pelatihan pada 

penyelenggaraan pelatihan.  

 

 Pasal 3  

Jenis Surat Keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 terdiri atas:  

a. surat tanda tamat pelatihan; 

b. sertifikat; 

c. piagam penghargaan; dan 

d. surat keterangan. 

 

Bagian Kedua 

Surat Tanda Tamat Pelatihan 

 

Pasal 4 

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a merupakan surat pernyataan 

absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah 

berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program 

pelatihan yang bersifat persyaratan, pengangkatan, dan 

promosi jabatan. 

(2) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta:  

a. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;  

b. pelatihan kepemimpinan tingkat IV; 

c. pelatihan kepemimpinan tingkat III; 

d. pelatihan teknis; dan  

e. pelatihan fungsional.  
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Pasal 5 

Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan dasar 

calon pegawai negeri sipil, pelatihan kepemimpinan tingkat IV, 

dan pelatihan kepemimpinan tingkat III sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf 

c ditandatangani oleh kepala unit kerja eselon I yang 

menangani bidang pendidikan dan pelatihan serta diberi kode 

registrasi alumni dari instansi pembina. 

 

Pasal 6 

(1) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d 

ditandatangani secara digital oleh Menteri Sosial serta 

diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina. 

(2) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan 

fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf e ditandatangani oleh pimpinan 

instansi pembina fungsional dan diberi kode registrasi 

alumni dari instansi pembina. 

(3) Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala 

unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan 

dan pelatihan. 

 

Pasal 7 

Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis 

dan/atau pelatihan fungsional tidak berjenjang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e 

ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara 

pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional tidak 

berjenjang terakreditasi dan diberi kode registrasi alumni dari 

instansi pembina. 

 

Pasal 8 

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 berbentuk empat persegi panjang dalam 

posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 
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